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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kontrak bisnis yang
berdimensi publik tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum keperdataan pada
umumnya, untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan para pihak yang
mengikatkan diri dalam kontrak tahun jamak sudah mencerminkan asas
keseimbangan, dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi PT Mora Telematika
Indonesia terutama atas tindakan wanprestas maupun penghentian kontrak tahun
jamak secara sepihak yang dilakukan oleh BP3TI, Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

Metode penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada penelitian yuridis
normatif dan pendlitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normative menitik beratkan
penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait dengan
Hukum Kontrak, sementara penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji
bagaimana bekerjanya dan perlindungan hukum bagi PT Mora Telematika Indonesia
dengan meneliti data primer, yang mana data tersebut diperoleh langsung dari
informan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian yang diperoleh adalah
bahwa kontrak bisnis berdimensi publik tetap harus tunduk kepada prinsip-prinsip
hukum keperdataan pada umumnya, kedudukan antara PT Mora Telematika
Indonesia dengan BP3TI, Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat
dinyatakan mencerminkan asas keseimbangan dikarenakan kontrak tahun jamak
masih dibuat dalam bentuk kontrak baku, dan perlindungan hukum dan jaminan atas
pembayaran prestas kepada PT Mora Telematika Indonesia belum sepenuhnya
dirasakan meskipun telah terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
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ABSTRACT

This research was intended to review business contract in public
dimension which the contract remain subject to the general principles of civil law, to
review and analyze the position of the parties that engage in multiyear contract based
on the principle of balance, and to review lega protection for PT Mora Telematika
Indonesia from the breach and termination of the contract unilateraly by BP3TI,
Ministry of Communication and Information.

The research metode conducted based on juridical normative research and
juridical empirical research. Juridical normative research conducted based on library
data or secondary data, which is based on regulations in Indonesia especially Contract
Law, while the juridical empirical research used to review the legal protection for PT
Mora Telematika Indonesia,which is based on primary data, obtained directly from
informant.

Based on the research, the research outcome that was obtained is that
contract business in public dimention shall remain subject to the general principles of
civil law. The position of PT Mora Telematika Indonesia and BP3TI, Ministry of
Communication and Information yet to be declared balanced. Due to the multiyear
contract was made in standard contract form, and the lega protection and guarantee
of the payment of achievement yet to be perceived completely, athough there has
been adecision that islegally binding.
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